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   ABSTRAK 
 
 
Nama              : HISBULLAH 
Nim   : 10600106033 
Judul            : Hubungan Legislatif dengan Eksekutif Ditinjau Undang-
undang nomor 32 Tahun 2004 di Kabupaten Sinjai         
 
Skripsi ini membahas pokok masalah, yakni: Eksekutif dengan 
legislatif menurut Undang-undang nomor 32 tahun 2004 bagaimana 
aktualisasi hubungan legislatif dengan eksekutif  di kabupaten Sinjai.  
Pemerintahan daerah merupakan wujud dari penerapan pembagian 
kekuasaan secara vertikal, di mana pemerintahan itu di jalankan oleh 
eksekutif dengan legislatif  yang mempunyai kewenangan yang besar 
dengan adanya otonomi daerah dengan asas Desentralisasi. 
 Dalam pengumpulan data, digunakan metode library research dan 
field research. Data yang berkumpul dianalisis secara kualitatif untuk 
selanjutnya akan disajikan secara deskriptif, dan populasi dalam penelitian 
ini anggota DPRD Sinjai, untuk mengetahui sejauhmana hubungan 
Legislatif dengan Eksekutif di Kabupaten Sinjai apakah ada 
keseimbangan, atau ada dominasi eksekutif atau dominasi legislatif. 
penulis menggunakan obserfasi dan wawancara. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksekutif masih 
mendominasi dalam penyusunan perda, ini terbukti tidak adanya perda 
inisiatif legislatif, dihadapkan banyak kendala yaitu pengalaman yang 
masih kurang, juga tidak di tunjang tenaga ahli di bidang legislasi. Dalam 
fungsi anggaran, legislatif sudah menjalangkan fungsinya sebagaimana 
mestinya untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat sehingga 
anggaran bisa menyentuh langsung kepada masyarakat. Dalam bidang 
pengawasan tidak satunya pendapat dalam suatu persoalan karna 
didominasinya partai pendukung pemerintah sehingga fungsi pengawasan 





                                                             BAB I 
                                                    PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Pemikiran manusia merupakan keniscayaan zaman yang lahir dan 
berkembang dalam situasi kesejarahan dengan berbagai pengaruhnya. 
Begitupun konsepsi manusia tentang negara hukum, juga lahir dan berkembang 
dalam situasi kesejarahan. Oleh karena itu, meskipun konsep negara hukum di 
anggap sebagai konsep universal, pada tataran iplementasi ternyata memiliki 
karasteristik yang beragam. Hal ini dikarenakan adanya pengaruh-pengaruh 
situasi kesejarahan, falsafah bangsa, idiologi negara dan lain lain. Atas dasar itu, 
secara historis dan praktis, konsep negara hukum muncul dalam berbagai model, 
seperti negara hukum menurut Alquran dan Sunnah atau nomokrasi Islam, 
negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental yang di namakan  rechtsstaat, 




Salasahtu ciri negara hukum menururut Stahl yaitu pemisahan atau 
pembagian kekuasaan.
2
 ini di ilhami ole kenyataan historis bahwa pemusatan 
kekuasaan negara pada suatu tangan atau lembaga telah membawa bencana  
bagi kehidupan demokrasi dan kemasyarakatan, serta terlanggarnya hak-hak 
asasi warga negara. Oleh karena itu, kekusaan  negara perlu dipencarkan dan 
                                                 
1
 Ridwan HR,   Hukum Administrasi Negara  (cet, I; Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 
2006), h.1. 
2
  Ibid . h 5. 
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dipisahkan dalam berbagai lembaga negara, sehingga terjadi saling kontrol 
(checks end balances). Sedangkan Montesquieu, membagi tiga organ dan fungsi 
utama pemerintahan yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
3
 Walaupun 
penerapanya di berbagai negara menpunyai corak yang berbeda. 
Indonesia menganut negara hukum yaitu secara tegas di sebutkan dalam 
pasal 1 ayat 3 UUD 1945 hasil  amandemen ke-empat menentukan “Negara 
Indonesia ialah negara hukum”4 ini menandakan juga bahwa di Indonesia juga 
ada pembagian kekuasaan dimana  di bagi dalam berbagai lembaga negara yang 
mempunyai tugas dan fungsi masing-masing. Indonesia menpunyai corak  
tersendiri dalam pembagian kekuasaanya tidak seperti yang dikemukakan oleh 
Montesquieu karena masih ada lembaga negara yang di luar Legislatif, 
Eksekutif, dan Yudikatif. 
Dalam pembagian kekuasaan menurut phipus M. hajjon yaitu ada secara 
“vertikal dan horizontal”,5 secara vertikal di bidang legislatif ada lembaga DPR, 
DPD, dan MPR. Bidang yudikatif ada Mahkamah Agung dan Mahkamah 
Konstitusi. Sedangkan di bidang Eksekutif di samping Presiden dan wakil 
Presiden, terdapat pula lembaga independen lainya seperti Bank Sentral, Tentara 
Nasional Indonesia, Kepolisian Negara, dan berbagai badan dan komisi lainnya. 
dimana antara cabang-cabang kekusaan negara dan lembaga-lembaga negara 
tersebut menpunyai tugas dan fungsi masing-masing yang di atur dalam undang-
                                                 
3
 Jimliy Asshiddiqie, Pokok Pokok Hukuk Tata Negara Indonesia  (Cet. I;  Jakarta  PT 
Buana Ilmu Populer, 2007), h. 167. 
4
 Ibid. h 296. 
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undang. Dalam pembagian secara horizontal yaitu di wilayah provinsi ada 
Gubernur dan DPRD, di wilayah kabupaten ada Bupati dan DPRD yang 
mempunyai tugas dan fungsi masing-masing yang juga di atur dalam undang 
undang. 
Bupati dan DPRD Kabupaten merupakan penyelengara pemerintahan 
daerah kabupaten.
6
 Yaitu di sebutkan dalam pasal 1 angka 2 “pemerintahan 
daerah adalah penyelengaraan urusan pemerintahan oleh pemerinta dearah dan 
DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi 
seluasluasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana di maksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945.”Dari pasal tersebut di atas, Bupati sebagai kepala 
daerah. sebagai penyelengara pemerintahan di bidang eksekutif, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di bidang 
legislatif.  
Hubungan antara Bupati dan DPRD yaitu hubungan yang bersifat 
kemitraan dan kedudukanya sama tinggi bukan subordinat. Dimana masing-
masing mendengarkan saran baik dari Bupati maupun dari DPRD dan 
mengambil kebijakan yang terbaik dengan pertimbangan efisiensi, eksternalitas, 
dan akuntabilitas sebagaimana juga di sebutkan dalam ayat Al qur’an yang 
berbunyi: 
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Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di 
antaranya mereka Itulah orang-orang yang Telah diberi Allah petunjuk dan 




Pertama, di bidang legislasi  Dalam pembuatan Peraturan Daerah, DPRD 
bermitra dengan Kepala Daerah. Hal ini diatur dalam Pasal 42 UU No. 32 th. 
2004 ayat (1) poin (a) yang berbunyi “DPRD mempunyai tugas dan wewenang: 
membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat 
persetujuan bersama. Kedua, dibidang anggran di mana hubungan DPRD 
dengan jajaran eksekutif Daerah bersama-sama membahas APBD agar 
dirumuskan secara operasioanal, tidak saja menyangkut kewenangan eksekutif, 
tetapi juga Legislatif harus memperjuangkan kepentingan konstituennya dalam 
APBD. Ketiga, Hubungan DPRD dan jajaran eksekutif yang dinamis juga 
terjadi dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD. Dari ketiga 
fungsinya tersebut, kemungkinan besar pelaksanaan fungsi pengawasan akan 
menonjol. Berangkat dari kewenangan DPRD meminta keterangan yang akan 
disertai ancaman sanksi. bagi yang menolaknya, keberanian para anggota DPRD 
semakin meningkat baik untuk menggunakan hak meminta keterangan kepada 
Pemda, hak mengajukan pertanyaan pendapat, hak mengadakan penyelidikan 
dan hak meminta pertanggungjawaban Kepala Daerah maupun mengajukan 
                                                 
7
 Al Quran surat, Az zumar ayat 18. 
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pertanyaan kritis secara transparan
8
. Hal ini di butuhkan profesionalisme 
Eksekutif dalam melaksanakan tugas mentaati hukum dalam menggunakan 
kewenangan, transparan kejujuran dan bertanggung jawab. Demi kesejahtraan 
masyarakat dan kemajuan daerah sebagaimana ayat yang berbunyi 
159.  Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah Lembut 
terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, 
tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu 
ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan 
bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu Kemudian apabila 
kamu Telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. 
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-
Nya. 
Dalam ayat di atas di berikan petunjuk bagaiman adab dalam 
bermusyawarah sehingga lahir yang namanya kesepakatan sebagaimana Dalam 
Undang –undan nomor  32 tahun 2004 tersebut hubungan Bupati dan DPRD ada 
yang bersifat kemitraan seperti pembuatan Peraturan daerah dan perumusan 
APBD dan ada yang bersifat  mengontrol yaitu bidang pengawasan  oleh 
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 Prof. Drs. HA.W. Percontohan otonomi Daerah di Indonesia.( cet 1; Jakarta,  Rineka 








     EKSEKUTIF                   MITRA  LEGISLATIF 
 
  
PELAKSANAAN   PERDA 
 
   KONTROL 
   PENGAWASAN 
Sumber : Materi ceramah Hari Otonomi Daerah 25 April 1996 di Palembang.
9
 
Dan seperti apa penerapanya di lapangan, dalam melaksanakan fungsi-
fungsi tersebut,  inilah yang akan diteliti oleh peneliti, seperti apa berjalannya 
Legislatif sebagai mitra eksekutif dan legislatif sebagai lembaga yang 
mengontrol eksekutif di Kabupaten Sinja. 
B. Rumusan dan Batasan Masalah  
Untuk memperjelas arah penelitian maka perlu disusun asumsi-asumsi 
yang  akan membatasi dan memberikan gambaran apa yang mau diteliti apakah 
teoritis (normatif) maupun sosiologis faktual.. 
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 Ibid, h.49  
7 
 
1. Sejauhmana Undang-undang nomor 32 tahun 2004 mengatur tentang 
pemerintahan daerah   
2. Bidang-bidang apa hubungan legislatif dan eksekutif kabupaten? 
3.Bagaimana hubungan legislatif dan eksekutif di kabupaten sinjai? 
C. Hipotesis 
Untuk mengarahkan pembahasan lebih lanjut, peneliti akan mengajukan 
hipotesis sebagai jawaban sementara atas permasalahan yang di ajukan 
sebelumnya.   
Melihat dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang 
Pemerintahan  Daerah yang mengatur kewenangan legislatif maupun eksekutif 
dimana sudah mempunyai tugas dan tanggun jawab masing-masing. Tapi ada 
beberapa tugas dan tangung jawab saling berhubungan memerlukan kerjasama. 
1. Dibidang legislasi di mana DPRD Mempunyai tugas dan wewenang di 
sebutkan dalam pasal 42 ayat 1 poin (a), membentuk perda yang di bahas 
dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama. Dari pasal 
tersebut bahwa wewenang yang besar dalam pembentukan perda ada di 
tangan DPRD. Tetapi kebanyakan pengajuan rancangan perda yang di 
ajukan itu di dominasi oleh eksekutif, ini di karnakan   rendanya SDM 
yang di miliki oleh legislatif. 
2. Dibidang pengawasan terhadap pelaksanaan Perda, Undang-undang, 
peraturan kepala daerah, APBD, kebijaksanaan pemerintah daerah. dalam 
melaksanakan program pembagunan daerah dan kerjasama internal di 
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daerah. di mana DPRD di daerah masih lemah dalam melakukan fungsi 
tersebut sebagai wakil rakyat, kepada Bupati karna SDM yang rendah dan 
konfigurasi politik yang ada di daerah. 
D. Defenisi Oprasional dan Ruang Lingkup  Pembahasan 
Untuk memperjelas maksud dari judul skripsi maka penulis akan 
menggambarkan variabel-variabel yang dianggap perlu dari judul tersebut. 
Hubungan legislatif dengan eksekutif di tinjau dari Undang-undang nomor 32 
Tahun 2004 di Kabupaten Sinjai.  
1. Hubungan  yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu kerjasama antara 
Bupati dengan DPRD dalam menjalankan fungsi pemerintahan yang 
mencakup fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. 
2.  legislatif  yaitu kekuasaan membuat undang-undang,10 kata legislatif 
dalam judul ini yaitu legislatif daerah yaitu DPRD Kabupaten sebagai 
unsur  Pemerintahan Daerah
11
 
3. eksekutif  yaitu kekuasaan melaksanakan undang-undang12 di mana di 
daerah di laksanakan Bupati sebagai  pemerintah daerah. 
4. Undang-undang No 32 Tahun 2004 yaitu Undang-undang tentang 
pemerintahan daerah. 
5.  Sinjai yaitu salah satu daerah kabupaten di propinsi Sulawesi Selatan 
yang  menjadi lokasi penelitian. 
                                                 
10
 Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, SH. MH. Dasar dan Struktur Ketatanegaraan 
Indonesia.( cet 2; Jakarta,  Rineka cipta, 2001) h 75 
11
 Undang-undang  No 32 Tahun 2004  pasal 1Agk 2 
12
 Mahfud MD op,cit  h 75 
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Jadi kesimpulan dari penjelasan kata-kata di atas yaitu bagaimana 
kerjasama antara Bupati dengan DPRD dalam melaksanakan tugas dan 
wewenangnya yang telah di tentukan  dalam  Undang-undang No 32 Tahun 
2004 tentang pemerintahan daerah yang akan diuji bagaimana pelaksanaanya  di 
kabupaten Sinjai. 
D. Tujuan dan Kegunaan  
1. Tujuan  
a. Objektif 
Untuk mengetahui seperti apa polah hubungan antara legislatif dan 
eksekutif di kabupaten Sinjai dan apa kendala yang dihadapi. 
b. Tujuan Subyektif 
1) Untuk memperluas wawasan, pengetahuan dan kemampuan analisis 
penulis, khususnya dalam bidang hukum tatanegara. 
2) Untuk mengetahui kesesuaian teori yang ada dan kenyataan yang terjadi 
dalam praktik kehidupan. 
3) Untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar ke 
Sarjanaan di Fakultas Syari’ah, jurusan ilmu hukum Universitas Islam 
Negeri Makassar. 
2. Kegunaan  
Dari tujuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu kegunaan 
bagi pembaca dan orang lain secara tidak langsung.  
Adapun kegunaan yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah: 
10 
 
a. Kegunaan teoritis 
1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap 
permasalahan yang sedang diteliti. 
2) Memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan terhadap ilmu 
hukum pada umumnya dan ilmu hukum tata negara pada khususnya. 
b. Kegunaan praktis 
1) Dapat memberikan data dan informasi mengenai hubungan legislatif 
dengan eksekutif di Kabupaten Sinjai. 
2) Sebagai referensi bagi instansi-instansi terkait yang berkaitan dengan 
objek penelitian; 
3) Hasil penelitian ini sebagai bahan pengetahuan dan wacana penulis serta 
sebagai syarat untuk memenuhi tugas akhir dalam rangka mencapai 
derajat Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 
 
 
H. Garis Garis Besar Isi 
Dalam gambaran umum mengenai skripsi ini, skripsi ini terdiri dari lima 
bab dengan urutan sebagai berikut:  
Bab I, merupakan pendahuluan untuk memasuki isi skripsi yang memuat 
latar belakang masalah rumusan masalah, hipotesis, defenisi operasional, tujuan 
dan kegunaan penelitian, serta garis besar isi skripsi. 
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Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang meliputi asas asas 
pemerintahan daerah, pengertian dan dasar hukum pemerintahan daerah,  
hubungan antara legislatif dengan eksekutif. Yang merupakan landasan teori 
atau dalam penerapan merupakan dasar-dasar pemerintahan daerah dalam bab 
ini di mulai dari asas-asas pemerintahan daerah daerah supaya mengerti apa 
yang di maksud pemerintahan daerah, yang merupakan dasar pemerintahan 
daearah dan akan kemukakan bagaimana pola  hubungan legislatif dengan 
eksekutif. 
Bab III, merupakan metode penelitian dan berisikan  lokasi  penelitian, 
tipe dan sifat penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, tehnik 
pengumpulan data dan analaisa data.. 
Bab IV, merupakan hasil penelitian yang meliputi selayang pandang 
kabupaten sinjai, proses penyelenggaraan pemerintahan oleh bupati maupun 
DPRD. Dalam bab ini merupakan hasil penelitian yang berisi pertama selayang 
pandang kabupaten sinjai, dan penyelenggaraan pemerintahan oleh bupati dan 
DPRD di kabupaten sinjai. 
Bab V, penutup maka dipaparkan kesimpulan yang diakiri dengan 









A.  Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan 
daerah 
  Undang-undang merupakan produk politik dan untuk  menjalankan suatu 
undang-undang sangat ditentukan juga oleh politik hukum di suatu negara. 
Menurut Hikmahanto Juono, politik hukum perundang-undangan mengandung 
dua dimensi. Yaitu pertama, dimensi kebijakan dasar (basic policy) yang 
memuat alasan mengapa suatu peraturan perundang-undangan dibentuk. Kedua, 
dimensi keberlakuan yaitu tujuan yang muncul di balik pemberlakuan peraturan 
perundang-undangan. 
  Untuk mengetahui politik hukum dari undang-undang nomor 32 tahun 
2004 tentang pemerintahan daerah dapat di pahami dalam konsideran 
menimbang dan penjelasan umum yaitu: 
a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai 
dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus 
sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya 
kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, 
pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya 
saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, 
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keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam system 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
b. bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan 
daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek 
hubungan antarsusunan pemerintahan dan antarpemerintahan daerah, 
potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan 
persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-
luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban 
menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem 
penyelenggaraan pemerintahan negara. 
c. bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 
Daerah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, 




Jadi menurut konsideran menimbang bahwa sekurang-kurangya terdapat 
tiga alasan mengapa UU no. 22 tahun 1999 perlu di ubah/disempurnakan. 
1 dalam rangka mempercepat terwujudya kesejahtraan masyarakat 
melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta 
masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan 
memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, 
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 Undang-undang  nomor 32 tahun 2004 konsideran 
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keistimewaan dan kekhususan suatu suatu daerah dalam system 
Negara kesatuan republik Indonesia  
2  efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan 
lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan 
pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keaneka 
ragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global. 
3  Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 
tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan 
tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah.
14
 
 Di samping itu terdapat sejumla fakta yang menjadi dasar pemikiran 
lahir atau di bentuknya UU no. 32 tahun 2004 adalah sebagai berikut 
1. karna adanya perubahan ketentuan pemerintah daerah yang terdapat 
dalam Undang-Undang Dasar 1945, ketetapan MPR RI, dan berbagai 
peraturan perundang-undangan yang terkait, sehingga perlu dan 
menuntut penyesuaian. 
2. Secara normatif ketentuan yang tercantum dalam UU No.22 tahun 
1999 banyak menimbulkan multitafsir, karena kekurang jelasan 
pembagian kewenangan antara pusat dan daerah, termasuk mengenai 
pembagian perimbangan keuangan pusat dan daerah serta sumber 
daya yang lain. 
                                                 
14
 HM. Wahyuddin Husein, SH. MH. Hukum Politik dan kepentingan.( cet I; 
yokyakarta,  Laksbang, 2008) h 161. 
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3. Ketidak jelasan hubungan hirarki strata pemerintahan antara 
pemerintah peropinsi dan pemerintah kota/kabupaten.  
4. Tarik menarik antara posisi DPRD sebagai legislatif daerah dan 
kepala daerah sebagai eksekutif daerah, dengan konsekuensi adanya 




Hal yang baru yang berbeda dari Undang-undang no 32 Tahun 2004 
yang memuat  
a) Adanya pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat 
b) Laporan pertanggunjawaban tidak berkonsekuensi 
pemberhentian kepala daerah 
c) Hubungan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota 
menjadi lebih jelas 
d) Serta kedudukan DPRD dan kepala daerah satu garis sebagai 
sebagai pelaksana pemerintahan daerah
16
 
B. Asas-asas Pemerintahan Daerah 
Apabila wilayah suatu negara sangat luas, maka tidak mungkin seluruh 
urusan diselesaikan oleh pusat. Oleh sebab itu, diperlukan alat-alat 
pemerintahan yang ada didaerah, untuk menyelesaikan urusan-urusan 
pemerintahan yang menjadi tanggun jawab daerah.
17
 Bagaimana mengatur dan 
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 Ibid h 161 
16
 Ibid h 162 
17
 Juniarto, Perkembangan Pemerintah Lokal:(Cet. IV; jakart PT melton putra,1992), h.  
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mengurus urusan pemerintahannya sendiri menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan,
18
 dan untuk lebih efektifnya pemerintahan daerah, maka di 
perlukan asas-asas pemerintahan daerah yang menjadi dasar atau landasan 
dalam menyelenggarakan pemerintahan. 
1.  Asas Dekonsentrasi 
Menurut Philipus M Hadjon “dekonsentrasi adalah penugasan kepada 
pejabat atau dinas-dinas yang menpunyai hubungan hirarki dalam suatu badan 
pemerintaha. untuk mengatur tugas-tugas tertentu yang di sertai hak untuk 
mengatur dan menbuat keputusan dalam masalah-masalah tertentu, pertanggung 
jawaban terakhir tetap pada badan yang bersangkutan.” Dan menurut  Bagir 
Manan dekonsetrasi hanya bersangkutan dengan penyelenggaraan administrasi 
negara, karena itu bersifat kepegawaian (ambtelijk). Kehadiran dekonsetrasi  
semata-mata untuk “melancarkan” pemerintahan sentral di daerah. 19 Karena 
pemerintah pusat tidak lagi mampu mengurus urusannya yang tersebar di daerah 
dengan alat-alat perlengkapan yang hanya berkedudukan di pusat pemerintahan 
negara. 
Masing-masing cabang dari pemerintah pusat ini bertugas 
menyelenggarakan  pemerintahan dan sifatya administrasi saja. Pemerintah jenis 
ini tidak boleh menyelenggarakan suatu urusan yang timbulnya atas inisiatif 
sendiri dalam arti berhak  mengatur urusan sebagai urusan sendiri, meskipun 
dalam menjalankan tugasnya dapat saja diperlukan kebijaksanaan, tetapi 
                                                 
18
 Titik triulan tuti, Op Cit., h 179. 
19
 Ibid h 181. 
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terbatas dalam arti menjalalankan kebijaksanaan lebih lanjut dari pada 
pemerintah pusat. 
Hubungan antara pemerintah lokal administratif  dengan pemerintah 
pusat adalah hubungan menjalankan perintah atau hubungan atasan atau 
bawahan. Pemerintahannya dijalankan oleh seorang kepala pemerintahan yang 
merupakan pegawai pemerintah pusat dan ditempatkan di daerah untuk 
mengurus urusan-urusan pusat yang terdapat di daerah yang menjadi 
wewenangnya. Kepala pemerintahan ini dibantu oleh pegawai-pegawai pusat 
lainnya yang ditempatkan di bawah perintahnya. 
Untuk keperluan pembiayaan penyelenggara pemerintah, segala 
sesuatunya dibiayai dari keuangan pemerintah pusat dan otoritasnya. Asas 
pemberian wewenang oleh pemerintah pusat (atau pemerintah atasannya) 
kepada alat-alat perlengkapan bawahan untuk menyelenggarakan urusan-
urusannya yang terdapat di daerah terebut, jadi dapat disimpulkan bahwa 
dekonsentrasi bukan hanya merupakan masalah pemberian saja,  tetapi sekaligus  
merupakan masalah pembentukan (pendirian) alat atau perlengkapan 
pemerintah setempat yang akan diberi wewenang dan disamping itu, sekaligus 
pula merupakan masalah pembagian wilayah negara.
20
 Dalam pasal 1 angka 8 
UU No. 32 Tahun 2004 menyatakan dekonsentrasi adalah  pelimpahan 
wewenang  pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil 
pemerintah dan /atau  kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. 
21
  
                                                 
20
 Juniarto op,cit h 8. 
21
 Titik triulan tutik,op, cit.,h177. 
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2. Asas Desentralisasi 
  Istilah desentralisasi berasal dari bahasa Latin “de” berarti lepas dan 
“centrum” artinya pusat. Desentralisasi merupakan lawan kata dari sentralisasi 
sebab kata “de” maksudnya untuk menolak kata sebelumnya. Berdasarkan asal 
perkataanya, desentralisasi ialah melepaskan dari pusat. Menurut  Joeniarto, 
asas desentralisasi adalah asas yang bermaksud memberikan wewenang dari 
pemerintah negara kepada pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus 
urursan tertentu sebagai urusan rumah tangga sendiri, yang biasanya disebut 
swatantra atau otonomi. 
  Amrah Muslimin berpendapat bahwa desentralisasi berarti pelimpahan 
kewenangan oleh pemerintah pusat kepada badan-badan otonom yang berada di 
daerah-daerah. Dalam UU daerah otonom telah mengalami perkembangan arti 
walaupun maksudnya sama, yaitu tercantum dalam UU No. 5 Tahun 1974, UU 
No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 32 Tahun 2004. Desentralisasi dalam arti 
yuridis itu dinyatakan dalam pasal 1 huruf b UU No. 5 Tahun 1974 menyatakan 
desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau 
daerah tingkat atasnya kepada daerah yang menjadi urusan rumah tangganya. 
Dalam pasal 1 huruf  e UU No. 22 Tahun 1999 menyebutkan bahwa 
desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah 
kepada daerah otonom dalam rangka Negara kesatuan Republik Indonesia. Dan 
menurut pasal 1 angka 7 UU No. 32 Tahun 2004 desentralisasi adalah 
penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom 
19 
 
untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 
  Rumusan desentralisasi dari ketiga UU pemerintahan daerah tersebut 
memiliki kesamaan istilah, yaitu “penyerahan” yang artinya penyerahan 
merupakan sifat pemberian kewenangan kepada daerah otonom menurut asas 
desentralisasi karena segala kebijaksanaan, perencanaan, dan pembiayaan 
diserahkan sepenuhnya kepada daerah otonom. 
  Maksud kata “mengatur” dan “mengurus” ini adalah fungsi mengurus 
ditujukan kepada eksekutif daerah adalah kepala daerah dan perangkat daerah 
otonom sesuai dengan hak dan kewjibannya menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Adapun maksud mengatur ditujukan kepada badan 
legislatif daerah dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), untuk 
membuat Peraturan Daerah (perda) yang berlaku masing-masing daerahnya.
22
 
  Dalam sistem desentralisasi dikenal ada tiga ajaran yang menentukan 
pembagian penyerahan pemerintahan negara yaitu ajaran rumah tangga materi, 
ajaran rumah tangga formil dan ajaran rumah tangga riil, yaitu sebagai berkut: 
a.  Ajaran rumah tangga materil 
 Ajaran rumah tangga materil merupakan ajaran yang menyatakan 
bahwa untuk mengetahui yang manakah urusan yang termasuk rumah tangga 
daerah atau pusat, seseorang harus melihat kepada materi yang ditentukan dan  
diurus oleh pemerintah pusat atau daerah itu masing-masing. Dengan dilihat 
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 Pipin syarifin,op.cit., h. 98. 
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kepada materinya, dengan mudah orang dapat membedakan bahwa suatu urusan 
menjadi urusan pemerintah pusat ataupun daerah.  
b. Ajaran rumah tangga formil 
 Ajaran rumah tangga merupakan ajaran yang dinyatakan dalam 
menyelenggarakan pemerintahan itu didasarkan atas daya guna masing-masing 
pemerintahan didasarkan pada pertimbangan yang rasional dan praktis, tugas-
tugas itu tidak dirinci secara normatif di dalam UU melainkan ditentukan secara 
umum saja (asas-asanya saja), sedangkan mengatur lebih lanjut diserahkan 
kepada pemerintah daerah.  
c.  Ajaran rumah tangga riil 
 Ajaran rumah tangga riil merupakan ajaran yang menyatakan bahwa 
penyelenggaraan pemerintahan di lihat daripada kebutuhan riil atau nyata. 
Sehingga tercapai harmonisasi antara tugas dengan kemampuan dan kekuatan 
baik daerah itu sendiri maupun pemerintah pusat.
23
 
3. Asas tugas pembantuan 
Dasar dari tugas pembantuan tercantum dengan tegas dalam pasal 18 
ayat 2 UUD 1945, yang menyebutkan :“Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah 
Kabupaten dan Kota    mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan 
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.” 
Pada ketentuan tersebut, asas otonomi selalu bergandengan dengan asas 
tugas pembantuan (autonimie dan medebewind). Istilah medebewind   disalin ke 
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 Jimly asshiddiqie., op, cit., h 124-126. 
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dalam bahasa Indonesia dengan istilah “tugas pembantuan”. Tugas pembantuan 
itu dapat berupa tindakan mengatur (tugas legislatif) atau dapat pula berupa 
tugas eksekutif (beschikken) daerah yang mendapat tugas pembantuan 
diwajibkan untuk mempertanggung jawabkan  kepada yang menugaskan. 
Perbedaan tugas pembantuan dengan rumah tangga sendiri adalah urusannya 
bukan menjadi urusan rumah tangga sendiri, tetapi merupakan urusan 
Pemerintah tingkat lebih atas. 
Menurut Sjachran Basah, bahwa pada hakikatnya asas tugas pembantuan 
(medebwind) adalah menjalankan ketentuan perundang-undangan yang lebih 
tinggi tingkat derajatnya dari pihak lain secara bebas. Bebas dalam arti bahwa 
terdapat kemungkinan untuk mengadakan peraturan yang mengkhususkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkat derajatnya, 
supaya sesuai dengan keadaan nyata di daerah-daerah sendiri. 
Dalam tugas pembantuan, penjelasan Umum PP No. 52 tahun 2001 
menegaskan bahwa tujuan pemberian tugas pembantuan adalah  memperlancar 
pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu 
pengembangan pembangunan bagi Daerah dan Desa. Tugas pembantuan yang 
diberikan oleh Pemerintah kepada Daerah dan Desa meliputi sebagian tugas 
bidang olitik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, 
agama dan kewenangan bidang lain, yakni kebijakan tentang perencanaan 
nasional dan pengendalian pembagunan secara makro, dana penimbangan 
keuangan sistem administrasi Negara lembaga dan perekonomian Negara, 
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pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber 
daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan menurut 
standardisasi nasional. Tugas pembantuan yang diberikan oleh Provinsi 
sebagian Daerah otonom kepada Desa meliputi sebagian tugas dalam bidang 
pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota serta sebagian tugas  
pemerintahan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh Daerah, 
Kabupaten dan Kota, sedangakan wilayah administrasi mencangkup sebagian 
sebagian tugas dalam bidang pemerintahan  yang dilimpahkan kepada Gubernur 
sebagai wakil Pemerintah. Tugas pembantuan yang diberikan oleh kabupaten 
kepada Desa mencangkup sebagian tugas pemerintahan yang menjadin 
wewenang kabupaten meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan 
kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri  dan perdagangan, penanaman 
modal, lingkungan hidup, pertanahan koperasi dan tenaga kerja.
24
   
C. Pengertian Pemerintahan Daerah 
 Ada dua kata yang biasa sulit di bedakan, yaitu kata “pemerintah” dan 
“pemerintahan” istilah pemerintah berasal dari kata “perintah” yang berarti 
menyuruh melakukan sesuatu sehingga dapat dikatakana bahwa pemerintah 
adalah kekuasaan yang memerintah suatu Negara. Secara etimologi dapat 
diartikan sebagai “tindakan terus-menerus (continue) atau kebijaksanaan dengan 
menggunakan suatu rencana maupun akal (rasio) dan tata cara tertentu untuk 
mencapai tujuan tertentu yang dikehendaki. 
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 Istilah pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Disebut sebagai suatu 
disiplin ilmu pengetahuan karena memenuhi syarat-syaratnya, yaitu dapat 
dipelajari dan diajarkan, yang memiliki objek materil dan objek formal, bersifat 
universal, sistematis serta spesifik (khas) dan dikatakana sebagai seni karena 
banyak peminpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan mampu 
berkiat serta dengan karismatik menjalankan roda pemerintahan. 
 Sedangkan pemerintahan daerah adalah dalam Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2004 dalam pasal 1 angka 2 pemerintah daerah adalah penyelenggara 
urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi 
dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 
prinsip Negara Kesatuan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar 
Negara RI Tahun 1945. 
25
  
D. Pemerintah Daerah Kabupaten 
 Pemerintahan kabupaten kota di anggap satu kesatuan unit pemerintahan 
daerah secara sendiri-sendiri seperti halnya pemerintahan daerah propinsi. 
Undang-undang dasar Republik Indonesia tahun 1945 tidak menbedakan antara 
daearah provinsi dengan daerah kabupaten kota, kecuali hanya dalam tingkatan 
hirarkinya. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan 
daerah kabupaten, yang masing-masing menpunyai pemerintahan daerah dengan 
segala prangkatnya yang tersendiri berdasarkan undang-undang. 
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 Kabupaten kota satu unit pemerintahan negara yang langsung 
berhubungan dengan fungsi pengayoman dan pelayanan pemerintahan negara 
terhadap rakyat. Di samping itu, setiap pemerintahan daerah juga memiliki 
perangkat lembaga perwakilan rakyat. Ditingkat kabupaten ada DPRD yang 
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang menpunyai 
tugas dan tanggung jawab masing-masing. 
1. Bupati Sebagai Kepala Daerah 
   Penyelenggara pemerintahan eksekutif kabupaten yang biasa disebut 
Bupati yang memiliki hak mengatur dan mengurus sendiri urusan 
pemerintahanya, megelolah kekayaan daerah, memungut pajak dan restribusi 
daerah, mendapatkan bagi hasil dari pengelolahan sumber daya alam dan 
sumber daya lainya yang ada di daerah dan mendapatkan hak lainya yang diatur 
dalam undang-undang, dalam penyelengaraan pemerintahan kabupaten kota 
berdasarkan kepada otonomi dan tugas pembantuan yang di wujudkan dalam 
bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk 
pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelolah dalam sistem 
pengelolahan keuangan daerah. Dan pengelolahan keuangan daerah tersebut 
harus dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut 
dan taat pada peraturan perundang undangan. 
   Dalam undang-undang No. 32 tahun 2004 ditentukan tugas dan 
wewenang bupati sebagai kepala daerah yaitu dalam pasal 25 yaitu:  
25 
 
a. Meminpin penyelenggara pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan 
yang ditetapkan bersama DPRD. 
b. Mengajukan  rancangan perda.  
c. Menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD.  
d. Menyusun dan megajukan rancangan perda tentang APBD keada 
DPRD untuk dibahas dan di tetapkan bersama.  
e. Mengupayakan terlaksananya kewajiban Negara. 
f. Mewakili daerah didalam dan diluar pengadilan, dan dapat menunjuk 
kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.  
   Dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang di maksud kepala 
daerah memiliki kewajiban untuk:  
a. Memegang teguh dan megamalkan pancasila, melaksanakan undang-
undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta, 
menpertahankan dan melihara keutuhan Negara Kasatuan Republik 
Indonesia. 
b. Meningkatkan kesejahtraan rakyat.  
c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. 
d. Melaksanakan kehidupan demokrasi. 
e. Menaati dan menegakkan seluru peraturan perundang-undangan. 




g. Memajukan dan mengembangkan daya saing daerah. 
h. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersiH dan baik. 
i. Melaksanakan dan mempertanggunjawabkan pengelolaan keuangan 
daerah. 
j. Menjalin hubungan kerja dengan seluru instansi vertikal di daerah dan 
semua perangkat daerah. 
k. Menyampaikan rancana strategis penyelenggaraan pemerintahan 
daerah di hadapan rapat paripurna DPRD. 
 Selain kawajiban kawajiban tersebut, Bupati juga memiliki kewajiban 
untuk menberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada 
pemerintah yaitu mentri dalam negri malalui Gubernur dan menberikan laporan 
keterangan pertanggun jawaban kepada DPRD serta menginformasikan laporan 
penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat.  
2. DPRD Kabupaten 
DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang 
diwujudkan dalam tugas dan wewenang: 
a. Membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk 
mendapat persetujuan bersama. 
b. Membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama 
dengan kepala daerah. 
c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan 
perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, 
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kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program 
pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah.  
d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil 
kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi 
DPRD provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur 
bagi DPRD kabupaten/kota. 
e. Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan 
wakil kepala daerah. 
f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah 
terhadap rencana perjanjian internasional di daerah. 
g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sana internasional 
yang dilakukan oleh pemerintah daerah. 
h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah 
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 
i. Membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah. 
j. Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam 
penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. 
k. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antar daerah 
dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
26
 
                                                 
26
 pipin.Syrifin, op cit, h 6o. 
28 
 
Selain tugas dan wewenang yang di atur dalam pasal 42 UU No. 32 
tahun 2004, tetapi tugas dan wewenang lain yang diatur Pasal 43 DPRD 
mempunyai hak:  
a. Interpelasi. 
b. Angket. 
c. Menyatakan pendapat. 
 Anggota DPRD juga mempunyai hak: 
a. Mengajukan rancangan Perda 
b. Mengajukan pertanyaan 
c. Menyampaikan usul dan pendapat 
d. Memilih dan dipilih  
e. Membela diri 
f. Imunitas 
g. Protokoler 
h. Keuangan dan administratif. 
 Anggota DPRD mempunyai kewajiban:  
a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan mentaati segala 
peraturan perundang-undangan. 




c. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan 
Negara Kesatuan Repub1ik Indonesia. 
d. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah. 
e. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi 
masyarakat. 
f. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, 
kelompok, dan golongan. 
g. Memberikan pertanggungjawaban atas tugas dan kinerjanya selaku 
Anggota DPRD sebagai wujud tanggung jawab moral dan politis 
Terhadap daerah pemilihannya. 




E. Hubungan Antara Legislatif dan Eksekutif Daerah. 
Ada beberapa fariabel untuk meninjau bagaimana hubungan antara  
legislatif dan eksekutif, yaitu: 
1. Searah positif. 
Searah positif terjadi apabila baik eksekutif maupun legislatif memiliki 
visi yang sama dalam menjalankan pemerintahan bertujuan kemaslahatan 
daerah itu sendiri, dan menciptakan pemerintahan yang baik (good governance) 
yang memiliki ciri-ciri.
28
 Bentuk komunikasi dan tukar menukar informasi 
(transparan).  
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a. Bentuk kerja sama atas beberapa subjek, program, masalah dan 
pengembangan regulasi. 
b. Klarifikasi berbagai masalah. 
  Sehingga pemerintahan terselenggara  dalam kondisi idial, berdasarkan 
keinginan dan harapan masyarakat
29
 serta menperhatikan aturan yang ada 
sehingga tercipta pemerintahan yang seimbang (check end balance). 
2. Konflik 
 Konflik merupakan bentuk hubungan di mana eksekutif maupun 
legislatif, saling bertentangan menyangkut visi, tujuan kelembagaan dan tujuan 
daerah yang memiliki ciri ciri: 
a. Dominasi legislatif 
b. Dominasi exekutif 
c. Tidak ada kerjasama dalam penyelenggaraan pemerintahan 
d. Tidak ada trasparansi kelembagaan. 
3. Bentuk searah negatif 
 Bentuk searah negatif  merupakan penyelenggaraan pemerintahan 
daerah dimana antara eksekutif maupun legislatif berkolaborasi dalam kolusi, 
korupsi dan nepotisme (KKN).
30
 Yang memiliki ciri ciri:  
a. Kejasama yang negatif.  
b. Tidak ada fungsi pertanggung jawaban kepada masyarakat. 
c. Tidak berjalannya fungsi pengawasan oleh 
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                                               BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
 
Metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini 
sebagai berikut: 
A. Lokasi Penelitian 
   Dalam rangka menyusun skripsi ini maka penulis memilih dua lokasi 
penelitian kantor Bupati sinjai dan kantor DPRD Sinjai, dengan pertimbangan 
penulis bisa mendapatkan data-data yang penulis butuhkan dalam penulisan 
skripsi ini. 
B. Tipe dan Sifat Penelitian 
   Di dalam memperoleh hasil penelitian yang valid sangat tergantung dari 
tipe dan sifat penelitian yang dipergunakan. Tipe penelitian yang dipergunakan 
adalah penelitian yang bersifat doktrinal dan nondoktrinal. Dikatakan doktrinal 
karena peneliti melakukan penelusuran dan telaah serta analisis terhadap 
dokumen, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan fokus masalah 
yang diteliti. Dikatakan nondoktrinal, karena peneliti juga melakukan 
wawancara kepada anggota DPRD terutama dalam menjawab rumusan masalah 
yang pertama dan kedua dalam penelitian ini. 
   Penelitian mengenai  hubungan legislatif dan eksekutif di kabupaten 
sinjai.ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif. 
C. Jenis dan Sumber Data 
32 
 
    Data yang berhasil dikumpulkan dari hasil penelitian lapangan dan 
penelitian kepustakaan, penulis golongkan dalam : 
1. Data primer berupa data yang diperoleh dari pihak-pihak yang terkait dan 
berhubungan dengan pembahasan masalah dalam skripsi. 
2. Data sekunder berupa data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan 
membaca berbagai macam bacaan sebagaimana dimaksud dalam teknik 
pengumpulan data. 
D. Populasi dan Sampel 
1. Populasi 
  Merupakan keseluruhan objek yang akan di teliti berupa orang, badan 
hukum, kejadian, nilai-nilai dan lain-lain. Menurut Aminuddin populasi adalah 
keseluruhan unit atau manusia yang menpunyai ciri-ciri yang sama
31
, Populasi 
dalam penelitian ini adalah seluru anggota DPRD Sinjai. 
2. Sampel 
Adalah Sampel merupakan bagian dari populasi yang bisa 
menggambarkan atau mewakili apa yang ingin diteliti, sampel akan akan di 
ambil dua orang dari anggota fraksi dan dua orang dari anggota partai dari 
anggota DPRD Kabupaten Sinjai. 
Pengambilan datanya akan dilakukan dengan metode wawancara 
langsung untuk mendapatkan informasi dan data yang diperlukan. 
E. Teknik Pengumpulan Data 
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 Pengumpulan data dilakukan dengan 2 cara, yakni melalui metode 
penelitian pustaka (library research) dan metode penelitian lapangan (field 
research). 
1. Metode penelitian pustaka (library research), yakni metode yang penulis 
gunakan untuk mengumpulkan data lewat bahan-bahan bacaan dari referensi 
berupa buku-buku, media cetak atau media massa lainnya yang berkaitan 
dengan pembahasan skripsi ini 
2. Metode penelitian lapangan (field resesrch), yakni metode yang penulis 
gunakan untuk terjun langsung ke lokasi penelitian dengan cara-cara sebagai 
berikut : 
a. Wawancara, yakni cara yang ditempuh untuk memperoleh keterangan 
atau informasi dengan cara melakukan wawancara dengan pihak-pihak 
yang terkait dengan permasalahan ini. 
b. Observasi, yakni penulis melakukan penelitian dalam arti mengamati 
dan melakukan pencatatan mengenai fenomena/aktivitas yang terjadi 
yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini. 
F. Analisis Data 
   Dari kedua jenis data yang diperoleh, kemudian akan dianalisis secara 
kualitatif untuk selanjutnya akan disajikan secara deskriptif. Yaitu mengecek 
dan melaporkan seperti apa hubugan Bupati dan DPRD di kabupaten sinjai. Dan 






EKSEKUTIF DAN LGISLATIF DI KABUPATEN SINJAI 
A. Selayang Pandang Pemerintahan Sinjai 
  Kabupaten Sinjai mempunyai nilai histories tersendiri, dibanding dengan 
kabupaten-kabupaten yang ada di Propinsi Sulawesi Selatan. Dulu terdiri dari 
beberapa kerajaan-kerajaan, seperti kerajaan yang tergabung dalam federasi 
Tellu Limpoe dan Kerajaan-kerajaan yang tergabung dalam federasi Pitu 
Limpoe. 
  Tellu limpoe terdiri dari kerajaan-kerajaan yang berada dekat pesisir 
pantai yakni Kerajaan  yakni Tondong, Bulo-bulo dan Lamatti, serta Pitu 
Limpoe adalah kerajaan-kerajaan yang berada di daratan tinggi yakni Kerajaan 
Turungen, Manimpahoi, Terasa, Pao, Manipi, Suka dan Bala Suka. 
  Watak dan karakter masyarakat tercermin dari system pemerintahan 
demokratis dan berkedaulatan rakyat. Komunikasi politik di antara kerajaan-
kerajaan dibangun melalui landasan tatanan kesopanan. Yakni  Sipakatau  yaitu 
Saling menghormati, serta menjunjung tinggi nilai-nilai konsep “Sirui Menre’ 
Tessirui No” yakni saling menarik ke atas, pantang saling menarik ke 
bawah, mallilu sipakainge yang bermakna bila khilaf saling mengingatkan. 
  Sekalipun dari ketiga kerajaan tersebut tergabung ke dalam Persekutuan 
Kerajaan Tellu Limpo’E namun pelaksanana roda pemerintahan tetap berjalan 
pada wilayahnya masing-masing tanpa ada pertentangan dan peperangan yang 
terjadi diantara mereka. 
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  Bila ditelusuri hubungan antara kerajaan-kerajaan yang ada di kabupaten 
Sinjai di masa lalu, maka nampaklah dengan  jelas bahwa ia terjalin dengan erat 
oleh tali kekeluargaan yang dalam Bahasa Bugis disebut Sijai artinya sama 
jahitannya. 
  Hal ini diperjelas dengan adanya gagasan dari Lamassiajeng Raja 
Lamatti X  untuk memperkokoh bersatunya antara kerajaan Bulo-Bulo dan 
Lamatti dengan ungkapannya "Pasija Singkerunna Lamati Bulo-Bulo" artinya 
satukan keyakinan Lamatti dengan Bulo-Bulo, sehingga setelah meninggal 
dunia beliau digelar dengan Puanta Matinroe Risijaina. 
  Eksistensi dan identitas kerajaan-kerajaan yang ada di Kabupaten Sinjai 
di masa lalu semakin jelas dengan didirikannya Benteng pada tahun 1557. 
Benteng ini dikenal dengan nama Benteng Balangnipa, sebab didirikan di 
Balangnipa yang sekarang menjadi Ibukota Kabupaten Sinjai.Disamping itu, 
benteng ini pun dikenal dengan nama Benteng Tellulimpoe, karena didirikan 
secara bersama-sama oleh 3 (tiga) kerajaan yakni Lamatti, Bulo-bulo, dan 
Tondong  lalu dipugar oleh Belanda melalui perang Manggarabombang.  
  Agresi Belanda tahun 1859 – 1561 terjadi pertempuran yang hebat 
sehingga dalam sejarah dikenal nama Rumpa’na Manggarabombang atau 
perang Mangarabombang, dan tahun 1559 Benteng Balangnipa jatuh ke tangan 
belanda. 
  Tahun 1636  orang Belanda mulai datang ke daerah Sinjai. Kerajaan-
kerajaan di Sinjai menentang keras upaya Belanda untuk mengadu domba 
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menentang keras upaya Belanda unntuk memecah belah persatuan kerajaan-
kerajaan yang ada di suilawesi Selatan. Hal ini mencapai puncaknya dengan 
terjadinya  peristiwa pembunuhan terhadap orang-orang Belanda yang mencoba 
membujuk Kerajaan Bulo-bulo untuk melakukan peran terhadap kerajaan 
Gowa.Peristiwa ini terjadi tahun 1639. 
  Hal ini disebabkan oleh rakyat Sinjai tetap perpegan teguh 
pada Perjanjian Topekkong. Tahun 1824 Gubernur Jenderal Hindia Belanda 
Van Der Capellan datang dari Batavia untuk membujuk I Cella Arung Bulo-
Bulo XXI agar menerima perjanjian Bongaya dan mengisinkan Belanda 
Mendirikan Loji atau Kantor Dagang di Lappa tetapi ditolak dengan tegas. 
  Tahun 1861  berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi dan 
Daerah, takluknya wilayah Tellulimpoe Sinjai dijadikan satu wilayah 
pemerintahan dengan sebutan Goster Districten. Tanggal 24 pebruari 1940, 
Gubernur Grote Gost menetapkan pembangian administratif untuk daerah timur 
termasuk residensi Celebes, dimana Sinjai bersama-sama  beberapa kabupaten 
lainnya berstatus sebagai Onther Afdeling Sinnai terdiri dari beberapa adats 
Gemenchap, yaitu Cost Bulo-bulo, Tondong, Manimpahoi, Lamatti West, Bulo-
bulo, Manipi dan Turungeng. Pada masa pendudukan Jepang, struktur 
pemerintahan dan namanya ditatah sesuai dengaan  kebutuhan Bala Tentara 
Jepang yang bermarkas di Gojeng. 
  Setelah Proklamasi Kemerdekaan 1945 yakni tanggal 20 Oktober 
1959 Sinjai resmi menjadi sebuah kabupaten berdasarkan Undang-Undang RI 
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Nomor 29 Tahun 1959. Dan pada tanggal 17 Pebruari 1960 Abdul Latief 
dilantik menjadi Kepala Daerah Tingak II Sinjai yang Pertama. Hingga saat ini 
Kabupaten Sinjai telah dinahkodai oleh 7 (tujuh) orang putra terbaik yakni dan 
saat ini Kabupaten Sinjai dipimpin oleh Bapak  Andi Rudiyanto Asapa, SH, 
MH. Dengan  motto Sinjai Bersatu.
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  Adapun Bupati yang pernah menjabat sebagai Kepala Daerah di 
Kabupaten Sinjai adala                               
Tabel 2 
No Bupati Priode 
1 Mayor Abdul Lathief  Tahun  1960 – 1963 
2 Andi Azikin Tahun  1963 - 1967  
3 Drs. H. Muh. Nur Thahir Tahun  1967 – 1971 
4 Drs. H. Andi Bintang Tahun  1971 - 1983 ( 2 Periode ) 
5 H. A. Arifuddin Mattotorang, SH Tahun  1983 - 1993 ( 2 Periode ) 
6 H. Muh. Roem, SH, M.Si Tahun  1993 - 2003 ( 2 Periode ) 
7 Andi Rudiyanto Asapa, Sh, LLM  Tahun  2003 - 2013 ( 2 Periode ) 
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B. Struktur Pemerintahan  Bupati dan DPRD 













SUMBER: Kantor Bupati Sinjai  
Dalam undang-undang 32 tahun 2004 di sebutkan bahwa Perangkat 
daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas 
daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
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4. Sekretaris Daerah 
Sekertaris daerah adalah merupakan suatu  jabatan karir yang berasal 
dari pegawai negri sipil yang memenuhi persyaratan
34
 dipimpin olen Sekretaris 
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      Bupati 
 KELURAHAN 
DINAS DAERAH      LTD 







Daerah. Yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu kepala daerah dalam 
menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis  
daerah. Dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagairnana dimaksud pada 
bertanggung jawab kepada kepala daerah. Apabila sekretaris daerah 
berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas sekretaris daerah dilaksanakan oleh 
pejabat yang ditunjuk oleh kepala daerah diangkat dan diberhentikan oleh 




5. Lembaga teknis daerah 
Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah 
dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik 
berbentuk badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah.
36
 Yang di dipimpin 
oleh kepala badan, kepala kantor, atau kepala rumah sakit umum daerah yang 
diangkat oleh kepala daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat 
atas usul Sekretaris Daerah.
37
 Dan bertanggung jawab kepada kepala daerah 
melalui Sekretaris Daerah. 
6. Dinas Daerah 
Dinas daerah di pimpin oleh kepala Dinas yang menpunyai tugas dan 
kewajiban sebagai unsur pelaksana otonomi daerah  yang diangkat dari pegawai 
negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah dan bertanggung 
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7. Sekertariat DPRD 
Sekertaris DPRD di jabat oleh seorang sekertaris DPRD yang diangkat 
dan diberhentikan oleh Bupati dengan persetujuan DPRD. Sekretaris DPRD 
mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD, 
menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD, mendukung pelaksanaan 
tugas dan. fungsi DPRD dan menyediakan dan mengkoordinasi tenaga ahli yang 
diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan 
kemampuan keuangan daerah. dalam melaksanakan tugasnya secara teknis 
operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD 





Kecamatan di pimpin oleh seorang camat yang di angkat oleh Bupati 
atas usul Sekda dari PNS yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan 
memenuhi persyaratan perundang-undangan dalam melaksanakan  tugasnya 
memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk 
menangani sebagian urusan otonomi daerah. Juga menyelenggarakan tugas umum 
pemerintahan meliputi mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, 
mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, 
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mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, 
mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, 
mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat 
kecamatan dan membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau 
kelurahan, melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup 
tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau 
kelurahan. Dalam melaksanakan melaksanakan tugasya bertanggung jawab 




Kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan dengan Perda berpedoman 
pada Peraturan Pemerintah. dipimpin oleh lurah yang dalam pelaksanaan 
tugasnya memperoleh pelimpahan dari Bupati/Walikota. lurah juga mempunyai 
tugas pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan, pemberdayaan masyarakat, 
pelayanan masyarakat, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; 
dan  pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum. Dalam 
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SUMBER: Sekertariat DPRD Sinjai. 
a. Pimpinan DPRD 
Pimpinan DPRD terdiri dari seorang ketua dan dua orang wakil ketua 
yang berasal dari partai politik. Yang menperoleh kursi terbanyak di DPRD. 
kemudian disahkan oleh Gubernur sebelum memangku jabatan, ketua dan para 
wakil ketua diambil sumhpanya olah ketua pengadilan negri atas nama 
mahkama Agung. adapun pelantikan dilakukan oleh kepala daerah Tingkat II 
atas nama Gubernur dalam sidang paripurna DPRD Tingkat II. Pimpinan 
Dewan merupakan satu kesatuan dan bersifat kolektif. Artinya,mereka bukan 
lagi merupakan perwakilan dari faksi atau parta/ golongannya. 
 
 
Pimpinan DPRD legislasi Kepala Daerah 
sekertariat 
Komisi 
I s/d III 
Badan  Musyawarah,anggaran 








Adapun tugas pimpinan DPRD : 
a. Memimpin sidang-sidang dan menyimpul hasil sidang untuk mengambil 
keputusan. 
b. Menyusun rencana kerja DPRD dan mengadakan pembagian kerja antara 
ketua dan wakil-wakil ketua. 
c. Menjadi juru bicara DPRD. 
d. Melaksanakan dan memasyatkan putusan DPRD.Mengadakan konsultasi 
dengan Bupati dan instasi Pemerintah lainnya sesuai dengan keputusan 
DPRD. 
e. Mewakili DPRD dan atau alat kelengkapan DPRD di Pengadilan. 
f. Melaksanakan Keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau 
rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan Perundanga-
undangan. 




b. Badan Musyawarah. 
Badan musyawara terdiri dari pimpinan DPRD dan ungsur-ungsur 
peraksi berdasarkan proporsionalitas perimbangan jumlah anggota.yang 
mempunyai Tugas dan kewajiban; 
a. Memberikan pertimbangan tentang penetapan program kerja DPRD baik 
diminta maupun tidak diminta. 
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b. Menetapkan kegiatan dan jadwal acara rapat DPRD. 
c. Memutuskan pilihan mengenai isi risalah rapat apabilah timbul perbedaan 
pendapat. 
d. Memberikan saran pendapat Pimpinan DPRD untuk memperlancar segala 
pembicaraan atas dasar musyawarah untuk mufakat. 
e. Merekomendasikan pembentuk Panitia Khusus 
f. Bermusyawarah dengan Bupati mengenai hal tertentu apabilah dianggap 
perlu oleh DPRD atau oleh Bupati. 
Adapun kewajibannya: 
a. Mengadakan kongsultasi dengan fraksinya sebelum mengikuti rapat Badan 
Musyawarah. 





Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dibentuk 
DPRD pada awal masa jabatan, dan  keanggotaan komisi DPRD adalah Setiap 
anggota DPRD kecuali Pimpinan DPRD , wajib menghimpun dalam salasatu 
komisi. 
Adapun komisi yang ada di Kabupaten Sinjai: 
a. Komisi I: Bidang Pemerintahan meliputi Pemerintah, Ketentraman dan 
ketertiban Masyarakat, informatika ,media massa, hukum/ perundang-
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undangan dan HAM, Kepegawaian/aparatur, perizinan, organisasi sosial 
politik, organisasi sosial masyarakat dan pertanahan ; Bidang kesejahteraan 
Rakyat, meliputi ketenagakerjaan, pendidikan ,ilmu pengetahuan dan 
teknologi ,kepemudaan dan olahraga, agama, kebudayaan, sosial, kesehatan 
dan keluarga berencana ,peranan wanita dan teransmigrasi; 
b. Komisi II : Bidang ekonomi dan keuangan, meliputi perdagangan, 
perindustria, pertanian, perikanan dan kelautan , peternakan, pekebunan, 
kehutanan, pengadaan pangan/ logistik, koperasi dan UKM, Pariwisata, 
Keuangan daerah, Perpajakan, retribusi, perbangkan, perusahaan daerah, 
perusahaan patungan, dunia usaha dan penanaman modal: 
c. Komisi III : Bidang pembangunan, meliputi  pembangunan, perasarana 
wilayah, pemukiman, tata ruang, sumber daya air, perhubungan, 
pertambangan, dan energy dan lingkungan hidup; 
Adapun Tugas Komisi:  
a. Mempertahangkan dan memelihara kerukunan nasional serta keukuhan 
Negara kesatuan Republik Indonesia dan Daerah. 
b. Melakukan pembahasan terhadap rancangan Peraturan Daerah, dan 
Rangcangan Keputusan DPRD. 
c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, pemerintahan, 
dan kemasyarakatan sesuai dengan bidang tugas komisi masing-masing. 
d. Membantu Pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah 
yang disampaikan oleh Bupati dan masyarakat kepada DPRD. 
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e. Menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi 
masyarakat. 
f. Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. 
g. Melakukan kunjungan kerja komisi. 
h. Mengadakan Rapat kerja dengan Pemerintah Daerah dan Rapat Dengar 
pendapat dengan lembaga, Badan dan Organisasi kemasyarakan atas dasar 
pembidangan dan keterkaitan fungsional. 
i. Mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang 
lingkup bidan tugas masing-masing komisi. 
j. Mengadakan Rapat Kerja dengan pemerintah Daerah dan Rapat Dengar 
pendapat dengan lembaga , Badan dan organisasi kemasyarakatan atas dasar 
perbandingan dan keterkaitan fungsional. 
k. Mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang 
lingkup bidang tugas masing-masing komisi. 




d. Badan Legislasi Daerah 
Badan legislasi Daerah berkedudukan sebagai alat kelengkapan DPRD 
yang bersifat tetap. Di mana menpuyai sekertariat, Tenaga ahli dan peneliti dan 
perancang undang-undang. 
Adapun Badan Legislatif Daerah Mempunyai Tugas: 
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a. Menyusun Program Legislasi Daerah yang memuat daftar urutan Rancangan 
Peraturan Daerah untuk satu masa keanggotaan dan parioritas setiap Tahun 
Anggaran ,yang selanjutnya dilaporkan dalam Rapat Paripurna untuk 
ditetapkan dengan keputusan DPRD; 
b. Menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah usul inisiatif DPRD berdasarkan 
program prioritas yang telah ditetapkan; 
c. Melakukan pengharmonisasian,pembulatan dan pemantapan konsep 
Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan Anggota ,Komisi, dan 
Gabungan Komisi sebelum Rangcangan Peraturan Daerah tersebut 
disampaikan kepada Pimpinan Dewan; 
d. Memberi pertimbangan terhadap pengajuan Rancagan peraturan daerah 
yang diajukan oleh Anggota, Komisi dan Gabungan Komisi diluar 
Rancangan Peraturan Daerah yang terdaftar dalam Program Legislasi 
Daerah atau prioritas Rancangan Peraturan Daerah tahun berjalan 
e. Melakukan pembahasan, perubahan/penyempurnaan Rancangan peraturan 
daerah yang secara khusus ditugaskan Badan Musyawarah; 
f. Melakukan penyebarluasan dan mencari masukan untuk Rancangan 
peraturan daerah yang sedang dan akan dibahas dan sosialisai peraturan 
daerah yang telah disahkan. 
g. Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap materi-materi 
peraturan daerah,melalui kordinasi dengan komisi; 
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h. Melakukan evaluasi dan penyempurnaan Peratuaran Tata Tertip dan kode 
Etik; 
i. Memberikan pertimbangan terhadap Rancangan Peraturan daerah yang 
sedang dibahas bersama Bupati; 
j. Membuat inventarisasi masalah hukum dan Perundang-undangan pada akhir 
keanggotaan DPRD untuk dapat dipergunakan sebagai badan oleh Badan 
Legislasi Daerah pada masa keanggotaan berikutnya.
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e. Badan angaran  
Badan angaran merupakan alat perlenkapan DPRD di bentuk oleh 
DPRD pada awal masa jabatan dan susunan keanggotaan di tetapkan dalam 
keputusan DPRD. Yang mempuyai tugas 
a.  memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada 
bupati dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja 
daerah selambat-lambatya lima bulan sebelum di tetapkanya angaran 
pendapatan dan belanja daerah. 
b. Memberikan saran dan pendapat kepada bupati dalam mempersiapkan 
penetapan, perubahan dan perhitungan APBD sebelum di ajukan dalam rapat  
paripururna. 
c. Memberikan saran dan pendapat kepada DPRD mengenai pra Rancangan 
APBD, rancangan APBD baik penetapan, perubahan dan perhitungan APBD 
yang telah di sampaikan oleh bupati. 
                                                 
44
 Ibid  pasal 57 
49 
 
d. Memberikan saran dan pendapat terhadap rancangan perhitungan Angaran 
yang di sampaikan oleh bupati kepada DPRD. 
e. Menyusun Angaran belanja DPRD dan memberikan saran terhadap 
penyusunan angaran belanja sekertariat DPRD.
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f.   Badan kehormatan 
Badan kehormatan DPRD adalah alat perlenkapan DPRD yang bersifat 
tetap yang di bentuk dan di tetapkan dengan keputusan DPRD, di mana 
angotanya masing masing dari fraksi sebanyak satu 1 orang setiap Fraksi. Yang 
mempunyai tugas 
a. Mengamati, mengefaluasi disiplin, etika dan moral para angota DPRD 
dalam ranka menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas angota 
DPRD. 
b. Meneliti dugaan pelanggaran yang di lakukan anggota DPRD terhadap 
peraturaturan perundang-undangan, kode etik dan peraturan tata tertib 
DPRD. 
c. Melakukan penyelidikan, verifikasi dan pengambilan keputusan atas 
pengaduan pimpinan DPRD, Masyarakat dan/ atau pemilih 
d. Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada pimpinan DPRD dalam 
merekomendasikan untuk pemberhentian angota DPRD antar waktu sesuai 
peraturan perundang-undangan. 
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e. Menyampaikan rekomendasi kepada pimpinan DPRD berupa rehabilitasi 
nama baik apabila tidak terbukti adanya pelanggaran yang di lakukan 
anggota DPRD atas pengaduan pimpinan DPRD, masyarakat dan/atau 
pemilih. 
g.     Panitia Husus 
Panitia husus merupakan alat perlenkapan DPRD yang bersifat tidak 
tetap, apabila di pandang perlu maka dapat di bentuk panitia husus yang bersifat 
sementara, keangotaanya terdiri atas 1 (satu) orang wakil dari tiap-tiap fraksi 
secara proporsional. Yang mempuyai tugas 
a. Panitia khusus melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu 
yang di tetapkan dalam rapat paripurna DPRD. 
b. Rapat paripurna menetapkan tindak lanjut hasil panitia husus.46 
Panitia Kerja Atau Tim 
Merupakan alat perlengkapan DPRD dapat membentuk panitia kerja 
atau tim keangotaanya sebanyak-banyakya berjumlah separuh dari jumlah 
anggota alat perlenkapan yang bersangkutan, yang di sesuaikan dengan 
kebutuhan. 
a. Panitia kerja atau tim bertugas melaksanakan tugas tertentu dalam janka 
waktu tertentu yang di tetapkan oleh alat perlenkapan DPR yang 
membentukya. 
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b. Dalam malaksanakanya panitia kerja atau tim dapat mengadakan rapat 
dengar pendapat umum. 
c. Tata cara kerja panitia kerja di tetapkan oleh alat perlenkapan DPRD yang 
membentukya.  
d. Panitia kerja atau tim bertanggun jawab kepada alat perlengkapan DPRD 
yang membentukya. 
e. Panitia kerja atau tim di bubarkan oleh alat kelengkapan DPRD yang 
membentukya setelah jangka waktu penugasanya berahir atau karena 
tugasya dinyatakan selesai. 




h.     Tim Penerima Aspirasi 
Tim penerima aspirasi masyarakat, merupakann tim yang di bentuk utuk 
menperlancar penerimaan aspirasi masyarakat, yang di bentuk Pimpinan DPRD. 
yang di bentuk dalam beberapa kelompok berdasarkan jadwal kerja DPRD 
dengan jumlah personel yang sama banyak/ seimbang terdiri dari unsur-unsur 
komisi dan Fraksi. Yang bertugas menyaring aspirasi masyarakat dan 
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C. Fraksi-Fraksi di DPRD Sinjai 
  Selain kelengkapan DPRD (sekertaris, komisi, dan beberapa macam 
badan) dalam dewan terdapat pula fraksi fraksi secara praktis berkedudukan 
sebagai “agen” parpol-parpol adapun fraksi fraksi yang ada di kabupaten sinjai. 
Komposisi Anggota Fraksi DPRD kabupaten sinjai  2009-2014 
Tabel 5  
No NAMA FRAKSI NAMA ANGGOTA JABATAN 
1 Fraksi RebublikaN -Hirmas, S.Ag 
-Ahmad Sidin 
-Jamaluddin 
-H Sultani, SH,MH. 
-Ir. A.Zainal Iskandar 






2 Fraksi Partai Golkar -Sabir 
-Ir.Hj. A. kartini. 





3 Fraksi Amanat Nasional -Hj Nurhayati, Sos 
-Mappahakkang S Ag. 
-Muh. Arifin, HKS 














5  Fraksi Partai Keadilan 
sejahtra 
-Mallongi 






6 Fraksi Partai Persatuan 
Kebangkitan Nurani 












7 Fraksi Partai Bintang 
Demokrasi perjuangan 
kedaulatan rakyat 
-Syamsul bahri Rasyid, SH. 
-M Amsul A. Mappasara 
-M.Saifuddin 
-H.Muh. Ramli. R. 






SUMBER: Sekertariat DPRD Sinjai. 
D. Tingkat pendidikan DPRD Kabupaten Sinjai 
Tingkat pendidikan merupakan hal yang sangat berpengaru dalam hal 
pengambilan kebijakan. Adapun tingkat pendidikan DPRD Kabupaten Sinjai 
rata S 1. 
Tabel 6 
FRAKSI SD SLTP SLTA S1 S2 
Fraksi RebublikaN   2 3 1 
Fraksi Partai Golkar   1 2  
Fraksi Amanat Nasional    3 1 
Fraksi Partai Demokrat   2 1  
Fraksi Partai Keadilan 
sejahtra 
  3   
Fraksi Partai Persatuan 
Kebangkitan Nurani Rakyat 
  3 2  
Fraksi Partai Bintang 
Demokrasi perjuangan 
kedaulatan rakyat 
  3 2  




E. Pelaksanaan Fungsi-Fungsi DPRD Sinjai 
Adapun Fungsi-fungsi Badan Perwakilan rakyat yang di  atur dalam 
undang-undang 32 tahun 2004 dalam pasal 41 yaitu menpunyai fungsi legislasi 
(perundang-undangan) fungsi anggaran (keuangan) dan fungsi pengawasan, di 
mana selalu terkait dengan eksekutif di daerah 
     1.  Fungsi Legislasi 
Sebagai badan legislatif, DPRD berfungsi sebagai badan pembuat 
peraturan  Yaitu di mana bersama-sama dengan kepala daerah menyusun dan 
menetapkan peraturan daerah untuk kepentingan daerah dalam batas-batas 
wewenang yang di serahkan kepada daerah.  Walaupun DPRD memegang 
fungsi legislasi, tapi tidak menutup kemungkinan inisiatif perda bersal dari 
bupati. Dalam tata tertib dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten sinjai 
nomor 19 tahun 2009 di tentukan proses Rancangan PERDA baik dari Bupati 
maupun dari DPRD. 
a. Rancangan peraturan Daerah berasal dari DPRD 
1) Rancangan peraturan daerah yang telah di siapkan oleh DPRD di 
sampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati. 
2) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD di bahas oleh 
Bupati dan DPRD untuk mendapatkan persetujuan bersama. 
3) Rancangan peraturan Daerah yang telah di setujui bersama di sampaikan 
kepada seluru anggota DPRD selambat-lambatya tujuh hari sebelum 
rancangan peraturan daerah tersebut di bahas dalam rapat  Paripurna. 
55 
 
4) Pembicaraan tingkat pertama penjelasan Pimpinan panitia Legislasi 
dalam rapat paripurna DPRD terhadap rancangan peraturan daerah atau 
rancangan perubahan peraturan daerah atas usul Prakarsa  DPRD 
5) Pembicaraan tingkat kedua pendapat Bupati terhadap rancangan 
peraturan daerah usul prakarsa DPRD. Lalu jawaban fraksi-fraksi 
terhadap pendapat Bupati 
6) Pembicaraan tinkat ketiga meliputi pembahasan dalam rapat komisi/ 
Gabungan komisi atau rapat panitia husus di lakukan bersama-sama 
Bupati atau pejabat yang di tunjuk 
7) Pembicaraan tingkat keempat pengambilan keputusan dalam rapat 
paripurna yang di dahului laporan hasil pembicaraan tahap ketiga, 
pendapat Akhir Fraksi dan pengambilan keputusan lalu sambutan Bupati 
terhadap pengambilan keputusan. 
b. Rancangan peraturan daerah berasal dari Bupati 
1) Rancangan peraturan daerah yang telah di siapkan oleh Bupati di 
sampaikan dengan surat pengantar Bupati kepada DPRD. 
2) Pembicaraan tingkat pertama penjelasan Bupati dalam rapat paripurna 
DPRD terhadap rancangan peraturan daerah yang berasal dari Bupati. 
3) Pembicaraan tinkat kedua pemandangan umum dari Fraksi-fraksi 
terhadap Rancangan peraturan daerah tarsebut. 
4) Dan jawaban Bupati terhadap pemandangan umum Fraksi-
fraksi.Pembicaraan tinkat ketiga meliputi pembahasan dalam rapat 
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komisi/ Gabungan komisi atau rapat panitia husus di lakukan bersama-
sama bupati dan DPRD. 
5)  Pembicaraan tingkat keempat pengambilan keputusan dalam rapat 
paripurna yang di dahului laporan hasil pembicaraan tahap ketiga, 
pendapat Akhir Fraksi dan pengambilan keputusan lalu sambutan bupati 
terhadap pengambilan keputusan. 
Adapun PERDA yang telah di buat oleh Bupati dan DPRD sinjai dalam 
kurung 2003- 2009. 
Tabel 7 




2003 14 14  
2004 9 9  
2005 17 17  
2006 10 10  
2007 19 19  
2008 2 2  
2009 7 5 2 
SUMBER: Sekertariat DPRD 
 Sedangkan tahun 2010 yang masi dalam tahap pembahasan dari 13 
usulan rancangan PERDA semua inisiatif Bupati sinjai. DPRD Sinjai di 
hadapkan pada banyak kendala dalam merumuskan usul rancangan PERDA 
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1) Pengalaman anggota Sebagian DPRD tentang seluk beluk tentang 
PERDA yang masi kurang walaupun tinkat pendidikan yang rata-rata S1 
tapi masi sulit muncul Perda inisiatif DPRD juga di latar belakangi 
Supra struktur politik yang tidak menyediakan kader-kader yang 
memang sada mengerti tentang perda sebelum menjadi anggota Dewan. 
Partai hanya sebagai kendaraan politik untuk menjadi anggota dewan. 
Banyak anggota dewan baru masuk partai ketika mau menjadi anggota 
dewan. 
2) Belum berfungsinya badan legislasi dengan efektif sebagai alat 
kelengkapan DPRD dimana belum adanya  tenaga ahli yang mendukung 
kinerja badan legislasi. Sehinga sulit muncul Perda inisiatif DPRD. 
3) Dana tidak adanya alokasi dana husus terhadap badan legislasi sehingga 




2. Fungsi Anggaran  
Fungsi anggaran yang ada dalam DPRD di wujudkan dalam menyusun 
dan menetapkan APBD bersama dengan pemerinta di mana di mulai dari 
pengajuan RAPBD dari Bupati kepada DPRD untuk di bahas untuk 
mendapatkan persetujuan bersama. Ini di gunakan oleh DPRD untuk 
memperjuangkan aspirasi masyarakat agar anggaran yang di rancang sesuai 
dengan kepentingan masyarakat. 
Di kabupaten sinjai hak ini sudah di pergunakan secara optimal di mana 
tingginya partisipasi anggota DPRD dalam pembahasan RAPBD untuk menjadi 
APBD. Prosesnya memakan waktu dua bulan. Walaupun tidak sampai di tolak, 
tapi banyak perubahan-perubahan bahkan pembahasan di tingkat komisi, 
gabungan komisi dan rapat dengan panitia anggaran terjadi perubahan-
perubahan untuk menyesuaikan antara pertimbanga DPRD sebagai representasi 
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3. Fungsi Pengawasan 
Fungsi pengawasan di laksanakan dalam bentuk pengawasan terhadap 
pelaksanaan undang-undang, peraturan pemeritah, peraturan daerah, keputusan 
Bupati dan kebijakan yang di tetapkan oleh pemerintah daerah. Dalam fungsi 
pengawasan ini di wujudkan dalam hak interplasi, hak angket, hak menyatakan 
pendapat. Hak mengajukan pertanyaan. 
a. Hak Interplasi 
Hak interplasi merupakan hak yang di gunakan yaitu untuk meminta 
keterangan kepada Bupati mengenai kebijakan pemerinta daerah yang penting 
dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, berbangsa dan 
bernegara.yang di usulkan paling sedikit lima orang anggota DPRD dan lebi 
dari satu Fraksi. Di sampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD kemudian 
di sampaikan dalam rapat paripurna DPRD lalu di beri kesempatan lisan kepada 
pengusul alasan permintaan keterangan tersebut, kemudian anggota DPRD 
lainya menberikan pandangan melalui Fraksi kemudian pengusul menberikan 
jawaban atas pandangan anggota DPRD kemudian pengambilan keputusan 
dalam rapat paripurna persetujuan atau penolakan atas usul permintaan 
keterangan kepada bupati.  
b. hak angket  
adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan 
pemerinta daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada 
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kehidupan masyarakat, daerah dan Negara yang di duga bertentangan dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan 
c. hak menyatakan pendapat 
       adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan bupati atau 
kejadian luar biasa yang terjadi yang di sertai rekomendasi penyelesaianya atau 
sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interplasi dan hak angket. 
d. Hak mengajukan Pertanyaan 
 adalah salasatu hak DPRD untuk melakukan pengawasan yaitu 
mengajukan pertanyaan baik secara lisan maupun tertulis kepada Bupati 
bertalian dengan tugas dan wewenang. 
DPRD dalam melakukan fungsi pengawasan hak-hak yang di gunakan 
harus di dorong oleh kekuatan politik tapi yang menjadi masalah partai 
pendukung pemerintah mendominasi legislatif  sehingga hak interplasi, hak 
angket dan hak menyatakan pendapat kepada eksekutif susa di laksanakan,  di 
samping pengangkatan  Ketua DPRD sangat di tentukan oleh Eksekutif yaitu 
orang yang bisa bekerjasama dengan Eksekutif  sehingga terjadi perselingkuhan 
antara pimpinan legislatif dan eksekutif. 
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Pada dasarnya hak interplasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat 
merupakan satu kesatuan kalau mau di gunakan hak angket maka di dahului hak 
interplasi, untuk menngunakan hak ini maka harus di usulkan minimal dua 
fraksi, dan di putuskan dalam rapat paripurna layak atau tidaknya  hak interplasi 
itu di gunakan.  
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Hak interplasi ini tidak perna di laksanakan karna kurangya keberanian anggata 
DPRD untuk bermasalah dengan pemerintah juga tidak di punyainya data-data 
yang lengkap tentang kebijakan-kebijakan pemerintah daerah.
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Hak bertanya pada dasarnya adalah hak perorangan, bukan hak anggota  
dalam kedudukanya sebagai unsur fraksi, komisi atau pimpinan tetapi dalam 
praktek hak ini tidak di lakukan secara langsung oleh anggota tetapi melalui 
pimpinan dewan. Pimpinan dewan meminta pertimbangan panitia musyawarah. 
Baru kemudian pimpinan dewan akan meneruskan pertanyaan tersebut kepada 
kepala daerah di sertai permintaan jawaban atas pertanyaan tersebut. Karna 
proses pengajuan pertanyaan tertulis cukup panjang  hak ini di kabupaten Sinjai 
tidak perna di gunakan tetapi anggota dewan di kabupaten Sinjai  lebih banyak 
mengajukan pertanyaan  yang secara lisan yang di hadiri oleh pemerintah 
daerah. 
Bentuk pengawasan yang lain yaitu setiap satu tahun Bupati 
menyampaikan LPJ anggaran setiap satu tahun sekali untuk di periksa oleh 
DPRD kalau ada sesuatu yang sifatnya tidak sesuai penggunaan anggaran 
menurut DPRD maka di keluarkan Rekomendasi untuk di perbaiki. Inipun 
kedudukan DPRD sangat lemah biarpun ada penyimpangan yang di dapat tidak 
ada konsekuensi yang bisa di berikan tetapi hanya sifatnya rekomendasi. 
Bentuk pengawasan yang lain yang biasa di lakukan anggota DPRD 
memanggil Istansi-istansi terkait dalam rapat-rapat DPRD untuk menjelaskan 
sesuatu hal yang di anggap perlu inipun menjadi kendala karna istansi seperti 
dinas daerah harus di ijinkan oleh Bupati untuk hadir dalam rapat-rapat DPRD. 
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Sehingga DPRD sebagai lembaga kontrol terhadap pemerintah daerah sangat 

























A.  Kesimpulan 
Undang-undang no 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah 
mengatur kewenangan Bupati di bidang eksekutif dan DPRD di bidang 
legislatif. di mana telah di atur secara jelas dalam undang-undang tersebut 
tentang kewenangan dan fungsi masing-masing. legislatif dengan eksekutif 
merupakan organ pemerintahan daerah yang sama-sama kedudukanya yang 
bersifat kemitraan. 
Dalam menjalankan fungsi dan kewenangan legislatif dengan eksekutif 
setidakya ada tiga kewenangan yang berhubungan yaitu pertama bidang 
legislasi yaitu baik legislatif dan eksekutif mempunyai hak untuk mengajukan 
perda untuk di bahas bersama. Kedua bidang anggaran eksekutif mempunyai 
kewenangan untuk mengajukan rancangan anggaran pembangunan daerah 
(RAPBD) untuk di bahas bersama dengan legislatif, ketiga bidang pengawasan 
di mana legislatif mempunyai fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap 
kinerja eksekutif dalam menjalankan tugas dan kewenganya sebagai wakil 
rakyat. 
Hubungan legislatif dan eksekutif di kabupaten sinjai dalam bidang: 
a. Legislasi 
1. Semua inisiatif perda lahir dari eksekutif. 
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2. Kurang pemahaman terhadap tehnik perundang-undangan  dan kondisi 
daerah sehingga tidak ada inisiatif perda yang lahir legislatif 
3. Belum berfungsinya badan legislasi dan tidak di lengkapi tenaga ahli dan 
peneliti perundang-undangan. 
b. Anggaran 
1. Fungsi anggaran suda di laksanakan dengan telah di susunya APBD. 
c. Pengawasan 
1. Tidak di punyainya data-data yang lengkap sehingga sulit melakukan 
pengawasan. 
2. Fungsi pengawasan harus di dukung oleh kekuatan politik, tapi partai 
yang ada di dominasi oleh partai pendukung pemerintah. 
3. Ketidak independenan ketua legislatif sehingga menjadi kendala dalam 
mengajukan pertanyaaan-pertanyaan kepada eksekutif. 
4. Ketidak jelasan kriteria pengawasan apa yang menjadi indikator 
keberhasilan dan indikator kegagalan. 
B. Saran-Saran 
1. Bargaining power DPRD harus di tingkatkan dengan meningkatkan 
kualitas anggota DPRD dengan penkaderan yang maksimal dari partai 
politik. Juga harus adanya tenaga ahli DPRD yang tetap sehingga dapat 
menbantu kinerja DPRD. 
2. Di optimatimalkanya Badan Legislasi yang di dukung tenaga ahli dan 
peneliti dan perancang undang-undang. 
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3. Pemerintah Daerah harus transparan dalam penyelenggaraan 
pemerintahan 
4. Tata-tertib DPRD Dalam menjalankan fungsi pengawasan harus di 
sempurnakan sehingga tidak menghalagi fungsi DPRD. 
5.  Aggaran DPRD harus di pisahkan dari anggaran pemerintah daerah 
sehingga tidak ada ketergantungan DPRD kepada Bupati. 
6. Sekertaris DPRD Di angkat dan di berhentikan oleh pimpinan DPRD 
sehingga pertanggun jawabanya bukan kepada eksekutif tapi kepada 
legislatif. 
7. Tata tertib DPRD tentang pemilihan pimpinan DPRD harus di perbaiki 
sehingga tidak ada campurtangan eksekutif di dalamya. Tidak di 
tentukan berdasarkan kursi terbanyak tapi semua anggaota DPRD berhak 
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